
 

 
 

 
 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 33 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN 

NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN,  
DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 

9 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat 

(4), dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 
tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar 

Lelang Komoditas, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, 
Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas; 

    

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang 
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang 

Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 116);  

8. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 492); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 

75 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, DAN 
PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisir 

bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi 
Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan 
Komoditas. 

2. Komoditas adalah barang yang memenuhi persyaratan 
untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas. 

3. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 
Segera (Spot) adalah Pasar Lelang Komoditas yang 

komoditasnya sudah tersedia sebelum terjadinya 
transaksi sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran 

pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan 
Komoditas segera setelah terjadinya transaksi sesuai 

kesepakatan. 
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4. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 

Kemudian (Forward) adalah Pasar Lelang Komoditas yang 
komoditasnya belum tersedia pada saat terjadi transaksi, 

yang pembayaran dan penyerahan komoditasnya pada 
waktu kemudian sesuai standar mutu, volume, dan jenis 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
5. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas adalah Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi 
dan perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan 
Pasar Lelang Komoditas. 

6. Anggota Pasar Lelang Komoditas adalah peserta jual 
dan/atau peserta beli yang telah terdaftar pada 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 
7. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas yang 

selanjutnya disebut Lembaga Penjamin adalah badan 
hukum berbentuk perseroan terbatas yang bertugas 
melakukan registrasi dan penjaminan atas transaksi 

yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas. 
8. Pihak adalah setiap Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas, Anggota Pasar Lelang Komoditas, Lembaga 
Penjamin, dan Anggota Lembaga Penjamin. 

9. Unit Penjaminan Pasar Lelang yang selanjutnya disebut 
Unit Penjaminan adalah unit yang mempunyai tugas 
untuk melakukan penjaminan atas transaksi yang terjadi 

di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 
Segera (Spot) dan merupakan bagian dari Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 
Segera (Spot). 

10. Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas yang 
selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah 

Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga 
yang ditempatkan atau disetorkan oleh Anggota Pasar 
Lelang Komoditas untuk menjamin pelaksanaan 

transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang 
Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan 

Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 
Kemudian (Forward). 

11. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan 
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan 

penyelesaian transaksi Resi Gudang.  
12. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas 

barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh 

Pengelola Gudang. 
13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang 

tertutup dan/atau terbuka  dengan tujuan tidak untuk 
dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus 

sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat 
diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
15. Gubernur adalah kepala daerah untuk wilayah provinsi. 

16. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang 
selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
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pengembangan, pembinaan, dan pengawasan 

perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang 
dan Pasar Lelang Komoditas. 

 
Pasal 2 

(1)  Lingkup pengaturan Pasar Lelang Komoditas meliputi: 
a. penataan Pasar Lelang Komoditas; 

b. pembinaan Pasar Lelang Komoditas; dan 
c. pengembangan Pasar Lelang Komoditas. 

(2) Menteri melakukan penataan, pembinaan, dan 

pengembangan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata 

kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 3 

(1) Pasar Lelang Komoditas didirikan untuk 
menyelenggarakan transaksi Komoditas melalui sistem 

lelang yang teratur dengan tujuan menciptakan 
kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, 

dan stabilitas harga dalam perdagangan Komoditas. 
(2) Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 
Segera (Spot); dan 

b. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu 
Kemudian (Forward). 

 
Pasal 4 

(1) Komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Pasar 
Lelang Komoditas harus memenuhi kriteria: 
a. memiliki standar mutu; 

b. merupakan Komoditas unggulan yang diusulkan 
oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah 

provinsi, dan/atau asosiasi; dan 
c. merupakan Komoditas yang perlu dikembangkan 

perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas 
dengan tujuan untuk kepastian pasar, keadilan, 
transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga.  

(2) Untuk mencapai tujuan kepastian pasar, keadilan, 
transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga, dalam 

menetapkan Komoditas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, perlu memperhatikan kondisi: 

a. memiliki disparitas harga antar daerah yang tinggi; 
b. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; 

dan/atau 

c. mendukung program pemerintah. 
(3) Komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Pasar 

Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah 

berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan 
lembaga teknis terkait. 
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Pasal 5 

Komoditas yang telah ditetapkan sebagai Barang yang dapat 
disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang dapat ditetapkan 

sebagai Komoditas yang diperdagangkan di Pasar Lelang 
Komoditas sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4. 
 

BAB II 
PENATAAN PASAR LELANG KOMODITAS 

 

Bagian Kesatu 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 

 
Pasal 6 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat 
menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas 
Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan/atau Pasar 

Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian 
(Forward) setelah memperoleh perizinan berusaha berupa 

persetujuan dari Menteri. 
(2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 

dengan Waktu Segera (Spot) memiliki tugas dan 
wewenang: 

a. menyiapkan sistem lelang, sarana, dan prasarana 
untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; 

b. menetapkan mekanisme lelang, waktu pelaksanaan, 

spesifikasi Komoditas, dan sesi lelang; 
c. menetapkan mekanisme penjaminan; 

d. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota 
serta menerima atau menolak calon anggota tersebut 

menjadi Anggota Pasar Lelang Komoditas; 
e. menetapkan besaran uang iuran Anggota Pasar 

Lelang Komoditas dan biaya layanan 

penyelenggaraan lelang; 
f. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual 

beli anggota yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas; 
g. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengamankan transaksi Pasar Lelang Komoditas, 
termasuk mencegah kemungkinan terjadinya 
manipulasi harga dan kualitas Komoditas; 

h. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan 
dan perselisihan sehubungan dengan transaksi 

Pasar Lelang Komoditas; dan 
i. mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas 

pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar Lelang 
Komoditas dengan baik. 

(3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 

dengan Waktu Kemudian (Forward) memiliki tugas dan 
wewenang: 

a. menyiapkan sistem lelang, sarana, dan prasarana 
untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;  

b. menetapkan mekanisme lelang, waktu pelaksanaan, 
spesifikasi Komoditas, dan sesi lelang; 

c. melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjamin 
untuk menjalankan mekanisme penjaminan 
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transaksi dalam penyelenggaraan Pasar Lelang 

Komoditas; 
d. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota 

serta menerima atau menolak calon anggota tersebut 
menjadi Anggota Pasar Lelang Komoditas; 

e. menetapkan besaran uang iuran Anggota Pasar 
Lelang Komoditas dan biaya layanan 

penyelenggaraan lelang; 
f. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual 

beli anggota yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas; 

g. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 
mengamankan transaksi Pasar Lelang Komoditas, 

termasuk mencegah kemungkinan terjadinya 
manipulasi harga dan kualitas Komoditas; 

h. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan 
dan perselisihan sehubungan dengan transaksi 
Pasar Lelang Komoditas; dan 

i. mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas 
pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar Lelang 

Komoditas dengan baik. 
 

Pasal 7 
(1) Kegiatan usaha penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas 

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan 

hukum. 
(2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas, koperasi, 
atau perusahaan daerah. 

(3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 
kewenangan untuk memberikan persetujuan atas 
kegiatan usaha penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk 

memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar 
Lelang Komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bappebti. 
 

Pasal 8 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus memiliki: 
a. kelembagaan paling sedikit terdiri dari komite 

keanggotaan, komite lelang, dan komite komoditas; 
b. keuangan sesuai dengan ketentuan untuk 

persyaratan penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas; 

c. sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar 

Lelang Komoditas; 
d. peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar 

Lelang Komoditas yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri;  

e. mekanisme penjaminan; 
f. sarana penyimpanan Komoditas, baik milik sendiri 

dan/atau sewa/kerja sama dengan pihak lain;  

g. mekanisme pengujian mutu Komoditas, termasuk 
keamanan pangan; dan 
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h. kerja sama dengan Lembaga Penjamin dalam hal 

menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas 
Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward). 

(2) Dalam melaksanakan mekanisme penjaminan transaksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 
dengan Waktu Segera (Spot) dapat memiliki Unit 

Penjaminan atau bekerja sama dengan Lembaga 
Penjamin. 

(3) Dalam hal peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar 

Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d terjadi perubahan, Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas wajib menyampaikan perubahan peraturan 
dan tata tertib tersebut untuk mendapatkan persetujuan 

dari Menteri.  
 

Pasal 9 

(1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 
kewenangan untuk memberikan persetujuan atas 

peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas serta perubahannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (3).  
(2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat: 

a. persyaratan Anggota Pasar Lelang Komoditas; 
b. jenis dan persyaratan mutu Komoditas; 

c. ketertelusuran Komoditas; 
d. mekanisme sistem lelang; 

e. mekanisme penjaminan; 
f. penyerahan Jaminan Transaksi; 

g. jadwal penyelenggaraan lelang; 
h. mekanisme dan tempat penyerahan Komoditas; 
i. fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;  

j. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan 
k. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

dan tata tertib. 
(3) Pedoman teknis mengenai tata cara penyusunan 

peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bappebti. 

 
Pasal 10 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus memiliki 
sumber daya manusia dengan kompetensi yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

minimal: 
a. memahami ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas; 
b. memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan 

Pasar Lelang Komoditas; dan 
c. memiliki pengetahuan mengenai karakteristik 

Komoditas yang akan menjadi objek lelang. 
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Bagian Kedua 

Jaminan Transaksi 
 

Pasal 11 
(1) Setiap Anggota Pasar Lelang Komoditas harus 

menempatkan Jaminan Transaksi sebelum mengikuti 
pelaksanaan lelang. 

(2) Jaminan Transaksi dan mekanisme penjaminan yang 
ditetapkan oleh Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan 
mempertimbangkan karakteristik dan potensi risiko 

masing-masing Komoditas yang diperdagangkan melalui 
Pasar Lelang Komoditas. 

(3) Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan bertanggung 
jawab atas Jaminan Transaksi yang ditempatkan oleh 

Anggota Pasar Lelang Komoditas. 
(4) Penempatan Jaminan Transaksi untuk kegiatan Pasar 

Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera 

(Spot) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengelolaan Jaminan Transaksi dilakukan oleh 

Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan; 
b. Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai peserta beli 

menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang atau 
surat berharga;  

c. Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai peserta jual 

menempatkan Komoditas di Gudang yang dikuasai 
dan/atau disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) 
sebagai Jaminan Transaksi dan dapat disertai 

dengan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat 
berharga yang ditetapkan dalam peraturan dan tata 

tertib; 
d. dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 

Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) bekerja 

sama dengan Lembaga Penjamin, Jaminan 
Transaksi ditempatkan pada Lembaga Penjamin 

sebelum Anggota Pasar Lelang Komoditas mengikuti 
pelaksanaan lelang; dan 

e. dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 
Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) memiliki 
Unit Penjaminan, Jaminan Transaksi yang berupa 

uang atau surat berharga ditempatkan pada 
lembaga keuangan atau bank yang telah bekerja 

sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 
sebelum Anggota Pasar Lelang Komoditas mengikuti 

pelaksanaan lelang. 
(5) Penempatan Jaminan Transaksi untuk kegiatan Pasar 

Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian 

(Forward) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengelolaan Jaminan Transaksi dilakukan oleh 

Lembaga Penjamin; 
b. mekanisme penjaminan transaksi dilakukan oleh 

Lembaga Penjamin yang bekerja sama dengan 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 

dengan Waktu Kemudian (Forward); 
c. Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai peserta jual 

dan peserta beli menempatkan Jaminan Transaksi 
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pada Lembaga Penjamin sebelum mengikuti 

pelaksanaan lelang; dan 
d. Jaminan Transaksi yang ditempatkan oleh Anggota 

Pasar Lelang Komoditas berupa uang atau surat 
berharga. 

 
Pasal 12 

(1) Dalam hal penjaminan atas transaksi di Pasar 
Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera 
(Spot) dilaksanakan melalui Unit Penjaminan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e, 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 

dengan Waktu Segera (Spot) harus memiliki kerja sama 
dengan lembaga keuangan atau bank untuk penempatan 

Jaminan Transaksi yang berupa uang dan/atau surat 
berharga. 

(2) Anggota Pasar Lelang Komoditas wajib 

menempatkan uang dan/atau surat berharga yang 
dipergunakan sebagai Jaminan Transaksi pada lembaga 

keuangan atau bank atas nama Anggota Pasar Lelang 
Komoditas yang menerima manfaat penjaminan. 

(3) Anggota Pasar Lelang Komoditas wajib menyerahkan 
bukti telah ditempatkannya Jaminan Transaksi kepada 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 

 
Pasal 13 

(1) Anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan 
Waktu Kemudian (Forward) harus menjadi Anggota 

Lembaga Penjamin yang bekerja sama dengan 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 

dengan Waktu Kemudian (Forward). 
(2) Dalam hal penjaminan atas transaksi di Pasar Lelang 

Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) 

dilaksanakan melalui Lembaga Penjamin, Anggota Pasar 
Lelang Komoditas harus menjadi anggota Lembaga 

Penjamin yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pasar 
Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera 

(Spot). 
 

Bagian Ketiga 
Anggota Pasar Lelang Komoditas 

 

Pasal 14 
(1) Anggota Pasar Lelang Komoditas terdiri dari: 

a. orang perseorangan; atau 
b. badan usaha. 

(2) Anggota Pasar Lelang Komoditas orang perseorangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a. warga negara Indonesia, sebagai peserta jual dan/atau 

peserta beli; dan  
b. warga negara asing, hanya sebagai peserta beli. 

(3) Anggota Pasar Lelang Komoditas badan usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 

a. badan usaha Indonesia, sebagai peserta jual 
dan/atau peserta beli; dan 

b. badan usaha asing, hanya sebagai peserta beli. 
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Bagian Keempat 
Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas 

 
Pasal 15 

(1) Lembaga Penjamin hanya dapat melakukan kegiatan 
penjaminan atas transaksi yang terjadi dalam Pasar 

Lelang Komoditas setelah memperoleh perizinan 
berusaha dari Menteri.  

(2) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan oleh badan hukum perseroan 
terbatas. 

(3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 
kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha 

sebagai Lembaga Penjamin.  
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk 

memperoleh perizinan berusaha sebagai Lembaga 

Penjamin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti. 
 

Pasal 16 
(1) Lembaga Penjamin wajib: 

a. memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan 
kegiatan penjaminan atas transaksi yang terjadi 
dalam Pasar Lelang Komoditas; dan  

b. memiliki peraturan dan tata tertib penjaminan 
transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas yang telah 

mendapat persetujuan dari Menteri. 
(2) Dalam hal peraturan dan tata tertib penjaminan 

transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi perubahan, wajib 
mendapat persetujuan dari Menteri.  

 
Pasal 17 

(1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 
kewenangan untuk memberikan persetujuan atas 

peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi dalam 
Pasar Lelang Komoditas serta perubahannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2). 
(2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. persyaratan Anggota Lembaga Penjamin; 

b. mekanisme penjaminan dan penyelesaian 
penjaminan transaksi;  

c. mekanisme penempatan dan penggunaan Jaminan 

Transaksi; 
d. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan 

e. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 
dan tata tertib. 

(3) Pedoman teknis mengenai penyusunan peraturan dan 
tata tertib penyelenggaraan Penjaminan Pasar Lelang 
Komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bappebti. 
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Pasal 18 

(1) Lembaga Penjamin harus memiliki sumber daya manusia 
dengan kompetensi yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas. 
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

minimal: 
a. memahami ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas; dan 
b. memiliki pengetahuan mengenai kegiatan 

penjaminan Pasar Lelang Komoditas. 

 
BAB III 

PEMBINAAN PASAR LELANG KOMODITAS 
 

Pasal 19 
Menteri dan/atau bersama-sama dengan Gubernur 
melakukan pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas. 

 
Pasal 20 

(1) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:  

a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;  

b. memberikan persetujuan atas peraturan dan tata 

tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas 
beserta perubahannya;  

c. memberikan persetujuan atas peraturan dan tata 
tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang 

Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian 
(Forward) beserta perubahannya;  

d. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; dan  
e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga 
Penjamin. 

(2) Pembinaan Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: 
a. menyusun kebijakan nasional dalam rangka 

mendukung program pembinaan Pasar Lelang 
Komoditas; 

b. menyusun dan menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Pasar 

Lelang Komoditas; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan program kebijakan 

pembinaan Pasar Lelang Komoditas antar sektor 

terkait di tingkat nasional; 
d. menetapkan tata cara pemberian persetujuan 

kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 
Lembaga Penjamin; 

e. menetapkan tata cara pemberian persetujuan 
peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar 
Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin;  

f. menetapkan mekanisme pengawasan terhadap 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga 

Penjamin meliputi: 
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1) penetapan bentuk dan mekanisme 

penyampaian pelaporan berkala dan sewaktu-
waktu atas penyelenggaraan Pasar Lelang 

Komoditas;  
2) pengawasan terhadap kegiatan 

penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas 
termasuk  pengawasan atas serah terima fisik 

Komoditas yang dilakukan baik secara offsite 
dan/atau onsite; dan 

3) pengawasan integritas Penyelenggara Pasar 

Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin.  
g. menyelenggarakan rapat evaluasi atas kegiatan 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga 
Penjamin; 

h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga 
Penjamin yang tidak aktif melaksanakan fungsinya 

untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut; dan 
i. memberikan penghargaan terhadap pemerintah 

daerah dan/atau pelaku usaha yang dinilai telah 
berkontribusi dalam penyelenggaraan Pasar Lelang 

Komoditas. 
(3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 

kewenangan pembinaan Pasar Lelang Komoditas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Ketentuan mengenai pedoman pemberian penghargaan 

terhadap pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri. 
(5) Ketentuan mengenai mekanisme pembinaan, 

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Pasar Lelang 
Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
huruf f, dan huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bappebti. 
 

Pasal 21 
(1) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh 

Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 meliputi: 
a. memberikan asistensi, bimbingan teknis, dan 

pelatihan sumber daya manusia kepada 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;  

b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan 

kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; 
dan 

c. memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha 

terkait. 
(2) Pembinaan Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri 

bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan: 

a. mengoordinasikan pelaksanaan program kebijakan 
pembinaan Pasar Lelang Komoditas antar sektor 
terkait di tingkat daerah; 

b. menyiapkan ekosistem kelembagaan Pasar Lelang 
Komoditas; 
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c. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 

sumber daya manusia Penyelenggara Pasar Lelang 
Komoditas; 

d. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan 

literasi Pasar Lelang Komoditas; dan 
e. mendorong perluasan pasar Komoditas unggulan 

daerah melalui sinergi program kemitraan, Sistem 
Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.  

(3) Menteri dapat melimpahkan tata cara pembinaan Pasar 

Lelang Komoditas yang dilaksanakan oleh Menteri 
bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 22 

Pendanaan pelaksanaan pembinaan Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 

ayat (2) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 
PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS 

 
Pasal 23 

Menteri dan/atau bersama-sama Gubernur melakukan 
pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas. 

 

Pasal 24 
(1) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi 
pengembangan lebih lanjut bentuk mekanisme Pasar 

Lelang Komoditas. 
(2) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh 

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan: 
a. menyusun kebijakan nasional dalam rangka 

mendukung program pengembangan Pasar Lelang 
Komoditas; 

b. mengembangkan ekosistem perdagangan Komoditas 
melalui integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar 
Lelang Komoditas; 

c. mengembangkan standardisasi Komoditas dan 
infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan 

Pasar Lelang Komoditas; dan 
d. mengembangkan bentuk-bentuk mekanisme Pasar 

Lelang Komoditas untuk memberikan kemudahan 
pelaku usaha dalam memanfaatkan Pasar Lelang 
Komoditas sebagai sarana perdagangan. 

(3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 
kewenangan pengembangan Pasar Lelang Komoditas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 

pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Bappebti. 
 

Pasal 25 
(1) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh 

Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 meliputi: 
a. membangun sinergitas kebijakan dan program kerja 

antar kementerian/lembaga di tingkat pemerintah 
pusat dengan organisasi perangkat daerah/lembaga 

teknis daerah di tingkat pemerintah daerah; 
b. mengembangkan Komoditas yang diperdagangkan di 

Pasar Lelang Komoditas; 
c. membangun sinergitas penyelenggaraan Pasar 

Lelang Komoditas dengan Sistem Resi Gudang 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 
dan 

d. memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, 
kecil, menengah, koperasi, serta kelompok usaha 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang 
Komoditas. 

(2) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh 

Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan: 

a. membangun kolaborasi kebijakan dan program kerja 
antar kementerian/lembaga di tingkat Pemerintah 

Pusat dengan organisasi perangkat daerah/lembaga 
teknis daerah di tingkat pemerintah daerah; 

b. mendorong dan memfasilitasi perdagangan 

Komoditas unggulan daerah melalui Pasar Lelang 
Komoditas; 

c. membangun pola kolaborasi antara pengelola 
Gudang Sistem Resi Gudang dan Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas dalam pemasaran 
Komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi 
Gudang; dan 

d. memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, 
kecil, menengah, koperasi, serta kelompok usaha 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang 
Komoditas. 

(3) Menteri dapat melimpahkan tata cara pengembangan 
terhadap Pasar Lelang Komoditas yang dilaksanakan oleh 
Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 26 
(1) Sinergitas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas 

dengan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan 
peran aktif Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 

pengelola Gudang Sistem Resi Gudang dalam 
memanfaatkan Gudang Sistem Resi Gudang. 
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(2) Peran aktif pengelola Gudang Sistem Resi Gudang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. mengembangkan kapasitas dalam menunjang sistem 

rantai pasok Komoditas dengan memanfaatkan 
program pemerintah; 

b. mengupayakan pencarian sumber pembiayaan 
untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi 

pertanian dengan perjanjian sebagian hasil panen 
akan disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang; 

c. menginformasikan kepada Penyelenggara Pasar 

Lelang Komoditas terdekat dalam rangka melakukan 
bantuan pemasaran bagi para petani yang 

menyimpan Komoditas di Gudang Sistem Resi 
Gudang; 

d. mencari para petani yang membutuhkan pemasaran 
sesuai dengan Komoditas yang diminta oleh 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 

memastikan bahwa mutunya telah sesuai; dan 
e. melakukan pemasaran kepada petani dan Pasar 

Lelang Komoditas melalui media online yang tersedia 
secara aktif dan persuasif. 

(3) Peran aktif Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. mengidentifikasi kebutuhan peserta beli atas 

Komoditas yang dapat disimpan dalam Gudang 
Sistem Resi Gudang; 

b. menginformasikan Komoditas yang dibutuhkan oleh 
peserta beli kepada pengelola Gudang Sistem Resi 

Gudang; dan 
c. melakukan pemasaran kepada petani dan Pasar 

Lelang Komoditas melalui media online yang tersedia 

secara aktif dan persuasif. 
 

Pasal 27 
Pendanaan pelaksanaan pengembangan Pasar Lelang 

Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 
dan Pasal 25 ayat (2) dapat bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, dan/atau sumber lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB V 

PELANGGARAN DAN SANKSI 
 

Bagian Kesatu 
Pelanggaran 

 

Pasal 28 
(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas mengenakan 

sanksi kepada Anggota Pasar Lelang Komoditas yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggara Pasar 
Lelang Komoditas. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikategorikan ke dalam bentuk pelanggaran ringan dan 
pelanggaran berat. 
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(3) Kategori pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa: 
a. melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak 

martabat atau nama baik Pasar Lelang Komoditas;  
b. melakukan pelanggaran administratif yang berlaku 

di Pasar Lelang Komoditas; dan/atau 
c. tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma 

yang lazim dalam penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas. 

(4) Kategori pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa: 
a. membuat atau melaporkan transaksi palsu atau 

fiktif; 
b. secara sadar berkelompok untuk mengadakan 

transaksi yang telah disepakati lebih dahulu; 
c. membeli atau menjual suatu Komoditas dengan 

maksud untuk mengacaukan transaksi pembelian 

atau penjualan dalam Pasar Lelang Komoditas; 
dan/atau 

d. melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali 
secara berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun. 
(5) Jenis sanksi atas setiap bentuk kategori pelanggaran 

ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kategori 

pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut 

dengan peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar 
Lelang Komoditas. 

 
Bagian Kedua 

Sanksi 

 
Pasal 29 

(1) Setiap Pihak yang telah memperoleh perizinan berusaha 
dari Menteri melalui Kepala Bappebti di bidang Pasar 

Lelang Komoditas yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), 
Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), dan 

Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administratif oleh 
Menteri. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau  
c. pencabutan perizinan berusaha. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dikenakan secara bertahap atau tidak bertahap. 

(4) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti 
kewenangan pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Bappebti. 
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BAB VI 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 

Pasal 30 
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para Pihak dalam 

penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, terlebih 
dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah 

untuk mencapai mufakat antara para Pihak.  
(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), para Pihak dalam Pasar Lelang Komoditas 

yang berselisih dapat menyelesaikan melalui badan 
arbitrase atau pengadilan negeri. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. seluruh Perizinan Berusaha di bidang Pasar Lelang 

Komoditas yang dikeluarkan sebelum berlakunya 
peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang masih aktif melakukan kegiatan Pasar Lelang 
Komoditas dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; 
b. perangkat daerah Provinsi yang membidangi perdagangan 

dapat bertindak untuk sementara waktu sebagai 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sampai dengan 

dialihkannya kepada Penyelenggara Pasar Lelang 
Komoditas yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, 
atau perusahaan daerah; dan 

c. peralihan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan 

paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini 
mulai berlaku. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 32 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2024  

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Œ 
 

BUDI SANTOSO 

 
Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal              Д 

 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
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